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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat pengetahuan dan
kemampuan untuk terus melakukan perbaikan dalam beraktivitas. Shalawat dan salam semoga
senantiasa dicurahkan-Nya kepada Rasulullah saw, yang telah mewariskan berbagai
keteladanan dalam melakukan segala aktivitas individu maupun sosial.

Tuntutan menjadi organisasi kemanusiaan yang profesional serta memberi banyak manfaat
kepada semua pihak adalah cita besar para pendiri Human Initiative. Berbekal niat yang tulus,
selalu belajar, siap dengan perubahan, dan bekerjasama dengan siapa saja. Human Initiative
mencoba membenahi setiap lini internal agar kuat, berdaya, dan berkontribusi lebih besar dari
sebelumnya.

Menjadi organisasi kemanusiaan terpercaya yang memiliki nilai budaya luhur (jujur, tanggung
jawab, kerja sama, initiatif dan peduli) dan prinsip good governance seperti : keterbukaan
(transparency), akuntabiltas (accountability), tanggung jawab (responsibility), professional
(professional) dan kewajaran (fairness) adalah keharusan yang harus direalisasikan melalui
berbagai usaha cerdas, kreatif, dan berkesinambungan . Dalam upaya mewujudkan hal
tersebut, Manajemen Human Initiative membuat Pedoman Etika dan Perilaku (Code of
Conduct) yang berlaku bagi seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative, mulai level staf
hingga direksi, baik pegiat kemanusiaan berstatus tetap maupun kontrak, mitra proyek, dan
volunteer.

Semoga kehadiran Pedoman Etika dan Perilaku Human Initiative ini dapat menjadi panduan
dan standar bagi setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative dalam mengemban tugas
memenuhi harapan semua pihak, seperti : internal Human Initiative, donatur, penerima
manfaat dan pemangku kepentingan lainnya.

Jakarta, 26 Oktober 2020
Human Initiative
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President
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ISTILAH DAN DEFINISI

Berikut ini beberapa istilah dan definisi kunci yang terkait dengan Pedoman Etika dan Perilaku
atau Code of Conduct Human Initiative:

e Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) adalah pedoman internal organisasi yang
berisikan sistem nilai, etika bisnis, etika kerja, komitmen, serta penegakan terhadap
peraturan-peraturan organisasi bagi individu dalam menjalankan organisasi, dan aktivitas
lainnya serta berinteraksi dengan pemangku kepentingan.

e Atasan Langsung, adalah keseluruhan anggota dengan jabatan supervisor atau manajer.

e Benturan Kepentingan (conflict of interest), adalah situasi atau kondisi yang
memungkinkan organ utama organisasi memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang
dimilikinya dalam organisasi untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan sehingga
tugas yang diamanahkan tidak dapat dilakukan secara objektif.

e Budaya, adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah
kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.

e Manajemen adalah pimpinan unit kerja di tingkat divisi dan departemen

e Dewan Pembina adalah organ yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak
diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas oleh Undang Undang terkait atau Anggaran
Dasar

e Dewan Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan.

e Dokumen, adalah informasi yang tertuang dalam suatu media.

e Donatur, adalah orang atau badan yang berdonasi ke Human Initiative.

e Eksploitasi Seksual, adalah penyalahgunaan posisi kerentanan, relasi kuasa yang tidak
setara, atau penyalahgunaan kepercayaan untuk tujuan seksual, termasuk di dalamnya
adalah mengambil keuntungan secara finansial, sosial atau politik dari tindakan eksploitasi
seksual terhadap orang lain

e Etika, adalah sistem nilai atau norma yang diyakkini oleh seluruh pegiat kemanusiaan
Human Initiative sebagai suatu standar perilaku pada organisasi.

e Etika Usaha, adalah sistem nilai atau norma yang dijabarkan dari filosofi pendirian
organisasi dan yang dianut organisasi sebagai acuan organisasi serta manajemennya untuk
berhubungan dengan lingkungannya, baik internal maupun eksternal (pemangku
kepentingan).

e Etika Kerja, adalah sistem nilai atau norma yang dianut oleh setiap pimpinan dan pegiat
kemanusiaan Human Initiative dalam melaksanakan tugasnya termasuk etika hubungan
antar pegiat kemanusiaan Human Initiative dan organisasi.

e Jasa (Pelayanan), adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan satu pihak kepada
yang lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apa
pun.

e Kebijakan, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana
dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak di organisasi.

o Kepatuhan, merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan
dan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku.
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Kekerasan Seksual, adalah tindakan yang mengarah pada ajakan atau instruksi atau
ancaman yang bersifat seksual tanpa persetujuan, termasuk sentuhan yang tidak pantas
secara paksa atau di bawah kondisi yang tidak setara.

Human Initiative, adalah organisasi swadaya masyarakat dengan badan hukum yayasan
yang bergerak di bidang sosial.

Mitra Organisasi, adalah pihak perseorangan atau organisasi yang menjalin kerjasama
berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Human
Initiative.

Donor, adalah uang atau barang yang didonasikan secara sukarela oleh donatur.

Penerima Manfaat, adalah kategori atau golongan orang-orang yang berhak menerima
bantuan.

Komunitas dan warga terdampak krisis/bencana adalah seluruh perempuan, laki-laki,
anak perempuan dan anak laki-laki dengan beragam kebutuhan, kerentanan dan
kemampuan yang terdampak oleh bencana, konflik, kemiskinan atau krisis lain pada suatu
tempat yang spesifik. (acuan dari Core humanitarian Standard)

Nilai Budaya, adalah kombinasi dari nilai-nilai (values) dan keyakinan (belief), yaitu prinsip-
prinsip yang diyakini baik dan benar dalam menjalankan program dan organisasi dan
menjadi pegangan bagi setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative dalam berperilaku,
bertindak, dan mengambil keputusan untuk mencapai tujuan bersama.

Norma Normatif, adalah aturan atau ketentuan hukum positif yang menjadi panduan,
tatanan, atau kaidah yang dipakai dan berlaku yang mengikat seluruh jajaran di Human
Initiative.

Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct), adalah sistem nilai atau norma yang
dianut oleh setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative dalam melaksanakan tugasnya, di
dalamnya memuat etika dalam mencapai tujuan, visi, dan misi organisasi serta etika dalam
hubungan antara pemangku kepentingan.

Pegiat kemanusiaan Human Initiative, adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan
Human Initiative serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat oleh
Manajemen Human Initiative serta diberi penghasilan, kesejahteraan, dan fasilitas sesuai
dengan perundang-undangan dan peraturan Human Initiative.

Program, adalah usaha-usaha atau kegiatan utama yang dijalankan oleh Human Initiative
dalam bentuk penyaluran bantuan dan pemberdayaan masyarakat.

Proyek, adalah kegiatan atau pekerjaan khusus yang dijalankan oleh Human Initiative
dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu.

PKES, (Perlindungan dari Kekerasan dan Eksploitasi Seksual/PKES) adalah istilah yang
digunakan oleh PBB dan komunitas LSM untuk merujuk pada langkah-langkah yang diambil
untuk melindungi orang yang rentan dari eksploitasi seksual.

Volunteer, adalah seseorang atau sekelompok orang yang terdata dalam database Human
Initiative Volunteer yang secara sukarela dengan penuh kesadaran memberikan apa yang
dimilikinya baik berupa pikiran, tenaga, waktu, harta, dan sebagainya untuk terlibat dalam
kegiatan yang berlandaskan nilai dasar yang diusung oleh Human Initiative sebagai
tanggung jawab sosialnya tanpa pamrih baik berupa imbalan (upah), kedudukan,
kekuasaan, kepentingan maupun karier.

Sistem, adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk
melaksanakan kegiatan pokok organisasi.

Pemangku kepentingan, adalah setiap pihak yang memiliki kepentingan, baik secara
langsung maupun tidak langsung, baik finansial maupun nonfinansial terhadap Human
Initiative dan memiliki pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap
kelangsungan hidup Human Initiative, termasuk di dalamnya donatur, pegiat kemanusiaan
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Human Initiative, pemerintah, penerima manfaat, masyarakat serta pihak berkepentingan
lainnya.

1.1.

1.2.

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sebagai sebuah organisasi kemanusiaan yang berlandaskan prinsip dan nilai Islam,
Human Initiative menyadari arti pentingnya kode etik dan perilaku yang diterapkan
sebagai bentuk tanggung jawab organisasi kepada Allah SWT, masyarakat, dan negara
serta sebagai alat ukur untuk meningkatkan nilai dan pertumbuhan organisasi
kemanusiaan jangka panjang secara berkesinambungan yang memiliki kredibilitas tinggi.

Kredibilitas organisasi dan kepercayaan pemangku kepentingan sangat dipengaruhi oleh
etika dan perilaku organisasi dalam berinteraksi dengan para pemangku kepentingan
seperti pegiat kemanusiaan, masyarakat umum, donatur, mitra, negara dan pemangku
kepentingan lainnya. Selain harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku
dalam tata kelola (Good Governance), Human Initiative menjunjung tinggi norma dan
nilai etika untuk meningkatkan kualitas terbaik organisasi.

Seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative mematuhi nilai-nilai etika yang dinyatakan
dalam Pedoman Etika dan Perilaku yang pada umumnya disebut Code of Conduct ini,
termasuk kode etik dokumentasi kerja untuk memudahkan penyampaian informasi dan
data kepada pemangku kepentingan, mitra, dan pihak lainnya.

Pada umumnya, etika adalah nilai dan norma moral yang menentukan kewajaran
perilaku manusia dalam kehidupannya. Dalam Islam, etika adalah nilai dan norma yang
mengatur semua aspek kehidupan dan secara khusus membahas prinsip-prinsip seperti
kebenaran, kejujuran, kepercayaan, keikhlasan, persudaraan, dan keadilan.

Atas dasar prinsip tersebut, Human Initiative melakukan penyusunan Code of Conduct
untuk dapat menyesuaikan perkembangan organisasi kemanusiaan dan ketentuan yang
berlaku.

Code of Conduct ini akan dikaji secara berkala sesuai dengan dinamika lingkungan
organisasi yang terjadi. Namun demikian, dalam setiap perubahannya Human Initiative
tidak akan mengorbankan nilai-nilai yang telah ada.

Maksud, Tujuan, dan Manfaat Code of Conduct

Maksud penerapan Code of Conduct bagi organisasi antara lain:

1. Setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative memahami bahwa segala aktivitas atau
program berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
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2. Mendorong seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative untuk berkomitmen
terhadap Pedoman Kode Etika dan Perilaku dalam melaksanakan segala program
organisasi;

3. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman dalam Human Initiative;

4. Membangun akuntabilitas organisasi dalam melaksanakan misinya.

Tujuan penerapan Code of Conduct bagi organisasi antara lain:

1. Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Human
Initiative secara profesional dan beretika mengelola organisasi;

2. Sebagai panduan etika dan perilaku bagi seluruh pegiat kemanusiaan Human
Initiative yang harus dipatuhi dalam menjalankan berbagai aktivitas organisasi
sehingga dapat menghindari benturan kepentingan;

3. Membangun dan membina hubungan yang harmonis, sinergi, dan saling
menguntungkan antara Human Initiative dan pemangku kepentingan;

4. Menjadi organisasi kemanusiaan yang memiliki kredibilitas tinggi.

Human Initiative berupaya untuk melaksanakan Code of Conduct ini secara konsisten
sehingga memperoleh manfaat penerapan Code of Conduct bagi organisasi antara lain:
1. Human Initiative

a. Mendorong program-program organisasi agar lebih efektif dan efisien dalam
hubungannya dengan donatur, penerima manfaat, dan pihak lain terkait
standar etika yang harus diperhatikan dan dilaksanakan sesuai kebijakan
organisasi yang telah ditetapkan;

b. Meningkatkan kualitas atau reputasi Human Initiative dengan memberikan
kepastian dan perlindungan kepada para pemangku kepentingan.

2. Pegiat kemanusiaan Human Initiative

a. Memberikan pedoman kepada setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative
tentang tingkah laku yang diharapkan;

b. Menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai budaya kerja serta
etika organisasi yang baik (Good Governance) sehingga dapat meningkatkan
kinerja dan produktivitas setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative;

¢. Meminimalisasi kesenjangan sosial yang dapat timbul dalam lingkungan kerja.

3. Donatur

Meningkatkan keyakinan bahwa Human Initiative dikelola secara amanah dengan

menerapkan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik (Good Governance)

untuk mewujudkan visi dan misi Human Initiative.

4. Penerima Manfaat
Menciptakan hubungan yang baik sehingga akan meningkatkan kesejahteraan
ekonomi-—sosial bagi penerima manfaat.

5. Masyarakat dan pihak lain yang terkait

Mendorong dan mendukung pembangunan vyang berkelanjutan melalui

pemberdayaan masyarakat.
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1.3. Implementasi dan Monitoring Code of Conduct
Dalam rangka menegakkan kepatuhan terhadap Code of Conduct secara efektif dan
menyeluruh, Human Initiative wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Implementasi Code of Conduct

1.

Kebijakan, prosedur, dan program Human Initiative harus mencerminkan
perwujudan Code of Conduct;

Memberikan kesadaran kepada Pegiat kemanusiaan Human Initiative bahwa standar
etika pada Code of Conduct di organisasi merupakan bagian tak terpisahkan dari
program kerja serta penilaian kinerja di Human Initiative;

Dalam membangun dan menjaga hubungan kerjasama dengan mitra, Human
Initiative mematuhi Code of Conduct serta standar kualitas yang ditetapkan dan
tertuang dalam sebuah perjanjian;

Monitoring Code of Conduct

1. Seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative mengimplementasikan Code of

Conduct yang telah ditetapkan oleh organisasi;

Manajemen bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan penerapan Code of
Conduct di Human Initiative;

Manajemen menunjuk divisi SDM sebagai penanggung jawab dalam kegiatan
evaluasi dan monitoring implementasi Code of Conduct yang berlangsung di Human
Initiative.
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2.1.

2.2,

BAB 2
VISI DAN MISI Human Initiative

Visi

Menjadi organisasi kemanusiaan dunia terpercaya dalam membangun kemandirian.

Misi
Adapun misi Human Initiative adalah sebagai berikut:

1. Mendayagunakan program kegawatdaruratan, pemulihan, dan pemberdayaan

dalam meningkatkan kualitas dan kemandirian penerima manfaat.

2. Menjalin kemitraan dan kolaborasi antar manusia, dunia usaha, pemerintah,
media, dunia akademis dan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization

— CSO0) lainnya atas dasar keselarasan nilai-nilai yang dianut organisasi.

3. Melakukan kegiatan studi, riset, pengembangan, dan pembangunan kapasitas
yang relevan bagi peningkatan efektivitas peran organisasi masyarakat sipil,
dalam memberi alternatif solusi dan/atau inovasi terhadap krisis kemanusiaan

yang berlarut-larut (protracted crisis).

4. Membangun kapasitas dan kompetensi organisasi yang efektif, inovatif, akuntabel

dan berorientasi kepada kualitas pelayanan.

5. Mengembangkan program-program yang bersifat advokasi baik secara mikro,

meso, dan makro guna mendorong keadilan & kesetaraan di masyarakat.

Untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, Human Initiative akan

menghimpun dana, mengembangkan kemitraan, dan menjaga komunikasi dengan:
1. Peningkatan mutu program dan layanan Human Initiative;

2. Bekerja untuk mengurangi resiko bencana, tanggap atas bencana yang sedang

terjadi, dan bantuan pemulihan pascabencana;

3. Mendukung pembangunan berkelanjutan melalui program nasional, regional,

maupun global, khususnya di bidang pendidikan, air, ekonomi dan gizi.

Dalam menjalankan visi dan misi tersebut secara konsisten, Human Initiative tidak

memandang perbedaan ras, suku, golongan, agama, jabatan, dan lainnya.
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BAB 3
PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DAN NILAI BUDAYA Human Initiative

Berikut ini adalah prinsip-prinsip Good Governance yang diterapkan dalam Code of Conduct:

1.1.

3.2.

Keterbukaan (Transparency)

Human Initiative menjamin adanya keterbukaan dalam melaksanakan pengambilan
keputusan dan penyampaian informasi mengenai organisasi secara jelas, lengkap, dan
akurat, serta mudah untuk diakses oleh seluruh pihak yang berkepentingan sesuai
dengan haknya. Implementasi prinsip keterbukaan tersebut meliputi hal-hal sebagai
berikut:

a. Keterbukaan informasi yang meliputi visi, misi, sasaran program dan kegiatan,
strategi penghimpunan dan pemberdayaan, kondisi keuangan, susunan
manajemen, dan pengawasan internal organisasi.

b. Implementasi prinsip transparansi yang memungkinkan bagi seluruh pihak yang
berkepentingan sesuai dengan haknya untuk melihat bagaimana organisasi
dikelola, bagaimana pengambilan keputusan, dan bagaimana pelaksanaan
pertanggungjawaban yang dibuat oleh organisasi.

c. Keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban organisasi untuk melindungi
informasi yang bersifat rahasia mengenai organisasi, donor, penerima manfaat,
dan pihak-pihak lainnya yang perlu dilindungi hak-hak kerahasiaannya.

d. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik, organisasi senantiasa berusaha
menjalankan keterbukaan informasi sesuai perundangan yang telah ditetapkan di
UU.14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Akuntabilitas (Accountability)

Manajemen bekerja berdasarkan adanya kejelasan fungsi dan harus mampu
mempertanggungjawabkan segala tindakannya telah sesuai dengan hukum, kode etik,
dan budaya yang sehat. Implementasi prinsip akuntabilitas meliputi hal-hal sebagai
berikut:

a. Organisasi menetapkan adanya kejelasan fungsi, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi,
misi, sasaran program, dan kegiatan sehingga terdapat keseimbangan dalam
pengelolaan organisasi.

b. Organisasi melaksanakan akuntabilitas dengan menitikberatkan pada fungsi dan
peran setiap organ organisasi sehingga hal tersebut dapat berjalan dengan baik.

c. Setiap orang harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tanggung jawabnya
dan memahami peran dalam pelaksanaannya.

d. Organisasi akan memastikan adanya struktur, sistem, dan standard operating
procedure (SOP) yang dapat menjamin terselenggaranya mekanisme check and
balance dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi.
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3.3.

3.4.

3.5.

Tanggung Jawab (Responsibility)

Manajemen dan pegiat kemanusiaan Human Initiative akan selalu berpegang teguh
pada prinsip normatif dan prinsip kehati-hatian dengan tetap menyadari segala risiko
dan implikasi negatif yang mungkin ditimbulkan oleh tindakannya. Manajemen harus
selalu mengingatkan kepentingan seluruh pihak terkait untuk menjalankan fungsinya
dan menetapkan kebijaksanaan atau mengambil keputusan. Prinsip-prinsip tanggung
jawab tersebut secara rinci meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Manajemen harus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip
normatif dalam pengelolaan organisasi.

b. Manajemen akan bertanggung jawab dan bertindak untuk menjadikan Human
Initiative sebagai organisasi yang baik (good institution citizen) dengan mematubhi
ketentuan normatif yang berlaku serta berpegang pada prinsip kehati-hatian.

c. Manajemen harus senantiasa memastikan bahwa operasional organisasi telah
dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip normatif, oleh karenanya organisasi
mendorong seluruh organ untuk bekerja profesional dan memiliki kompetensi
yang tinggi khususnya dalam memahami prinsip hukum positif.

Profesional (Professional)

Manajemen menjamin bahwa organisasi dikelola secara profesional tanpa benturan

kepentingan dan dapat menghindari pengaruh dan tekanan dari pihak mana pun

(independen) yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip normatif dan ketentuan

perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan prinsip profesional tercermin dalam

hal-hal sebagai berikut:

a. Organ organisasi tidak boleh saling mencampuri dalam pelaksanaan tugas,
kewajiban dan wewenang, kecuali, bila hal tersebut telah diatur dalam ketentuan
internal.

b. Yayasan, manajemen, dan pegiat kemanusiaan Human Initiative akan selalu
obyektif dalam pengambilan keputusan dan menghindari terjadinya benturan
kepentingan (conflict of interest).

Kewajaran (Fairness)

Manajemen bertindak dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan

bagi semua pihak yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Menerapkan prinsip kewajaran yang diimplementasikan sebagai keadilan dan
kesetaraan (equal treatment) dalam memenuhi hak-hak internal dan eksternal yang
timbul berdasarkan perjanjian, kesepakatan, dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

b. Menjamin bahwa setiap pihak yang berkepentingan akan mendapatkan perlakuan
yang setara tanpa diskriminasi sesuai dengan prinsip normatif dan peraturan
perundangan yang berlaku.
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Berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance di atas, berikut ini adalah nilai budaya
Human Initiative yang diterapkan dalam Code of Conduct:

1. Jujur (Honest)
Seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap
perilaku; kejujuran menjadi pedoman bagi semua perilaku dan menjadi tolak ukur
kepercayaan dari semua mitra Human Initiative, baik donatur maupun penerima manfaat.

2. Tanggung Jawab (Responsible)
Melaksanakan tugas sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung
jawab; baik bertanggung jawab secara moral, legal, maupun mental, sehingga
memberikan kontribusi yang maksimal bagi tercapainya visi dan misi Human Initiative.

3. Kerjasama (Team Work)
Mengembangkan lingkungan kerja yang saling mendukung dan bersinergi;
mengembangkan sikap saling percaya yang didasari pikiran dan perilaku positif, memiliki
orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi masyarakat, senantiasa menghargai pendapat
dan kontribusi bagi orang lain, serta mewujudkan alur pesan yang lancar, sehat dan selalu
meningkatkan ketrampilan komunikasi untuk menghindari kegagalan.

4. |Inisiatif (Initiative)
Sebuah daya atau kemauan langsung dalam melakukan pekerjaaan yang dianggap perlu
dilakukan, termasuk di dalamnya menemukan peluang, ide, dan solusi dalam mengatasi
langsung permasalahan yang ada.

5. Peduli (Care)
Memperhatikan lingkungan sekitar dan bertindak untuk kebaikan; memahami dan
memenuhi kebutuhan pelanggan (eksternal dan internal) untuk menjadikan Human
Initiative sebagai mitra terpercaya dengan selalu mengutamakan tata kelola organisasi
yang sehat.
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Sebagai

BAB 4
KODE ETIK Human Initiative

organisasi kemanusiaan yang berasaskan nilai-nilai Islam, Human Initiative

mendedikasikan untuk mendukung sikap toleransi, nilai-nilai etika bisnis, etika kerja,

komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan organisasi dalam semua tindakan-

tindakan yang dilakukan. Seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative akan menegakkan

standar etika sebagai berikut:

4.1. Dalam Lingkup Pekerjaan Kemanusiaan

a)

b)

Mengutamakan nilai kemanusiaan

Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan merupakan sebuah kewajiban bagi
Human Initiative dalam setiap melakukan aktivitas. Dengan ini, semua langkah
yang diambil dapat mencegah atau meringankan penderitaan orang lain yang
timbul akibat konflik atau bencana lainnya.

Hak untuk menerima dan menawarkan bantuan kemanusiaan adalah prinsip dasar
kemanusiaan yang harus dinikmati oleh semua warga negara dari setiap negara.
Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan, Human Initiative memiliki kewajiban
untuk memberikan bantuan kemanusiaan di mana pun dibutuhkan. Oleh karena
itu, kebutuhan akan akses yang mudah dan cepat untuk mobilisasi ke penduduk
yang terkena bencana merupakan kepentingan mendasar dalam melaksanakan
tanggung jawab tersebut. Dengan ini, Human Initiative menegaskan bahwa ketika
memberikan bantuan kemanusiaan bukanlah tindakan untuk kepentingan politik
dan/atau partisipan.

Bantuan yang diberikan tanpa memandang ras, agama, atau kebangsaan
penerima manfaat dan tanpa ada perbedaan yang merugikan siapa pun. Prioritas
bantuan ditentukan berdasarkan kebutuhan.

Jika memungkinkan, Human Initiative akan menetapkan pemberian bantuan
darurat secara menyeluruh atas kebutuhan para korban bencana dan menetapkan
kapasitas internal secara proposional untuk dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan tersebut. Setiap ditemukannya penderitaan yang dialami manusia,
Human Initiative harus mengurangi penderitaannya karena kehidupan merupakan
salah satu bagian terpenting. Oleh karenanya, pemberian bantuan ditetapkan
berdasarkan tingkat penderitaan yang dialami para korban bencana dengan tujuan
untuk dapat mengurangi penderitaan tersebut. Dalam menerapkan pendekatan
ini, Human Initiative mengakui bahwa perempuan dan anak-anak yang berada di
dalam lingkungan rawan bencana menjadi prioritas utama penerima bantuan dan
memastikan bahwa hal tersebut didukung dalam setiap program bantuan Human
Initiative.  Implementasi  seluruh  kebijakan yang independen dan
ketidakberpihakan dapat berjalan efektif jika Human Initiative dan mitra memiliki
akses untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan dalam menyediakan
bantuan.
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) Bantuan tidak akan digunakan untuk kepentingan politik tertentu atau sudut
pandang agama tertentu (non proselitis)
Bantuan kemanusiaan akan diberikan sesuai dengan kebutuhan individu, keluarga,
dan masyarakat. Human Initiative menegaskan bahwa bantuan tidak akan
bergantung pada kepercayaan atau keyakinan yang dianut oleh penerima manfaat.
Human Initiative tidak akan melakukan perjanjian atau pengiriman distribusi
bantuan untuk kepentingan politik atau agama tertentu.

d) Human Initiative akan berusaha untuk tidak bertindak sebagai instrumen
kebijakan luar negeri pemerintah.
Human Initiative adalah organisasi yang independen dari pemerintah. Oleh karena
itu, Human |Initiative telah merumuskan kebijakan sendiri dan strategi
implementasinya, serta tidak menerapkan kebijakan pemerintah apa pun, kecuali
masih dalam kesesuaian dengan ketetapan kebijakan yang telah dirumuskan.
Human Initiative tidak akan memberikan pelayanan kepada pemerintah selain
tujuan kemanusiaan dan Human Initiative tidak akan bertindak sebagai instrumen
kebijakan luar negeri pemerintah. Human Initiative akan menggunakan bantuan
yang diterima untuk menanggapi kebutuhan dan bantuan tersebut bukan
bertujuan untuk kepentingan politik tertentu. Human Initiative menghargai dan
mendukung pemberian sukarela, baik dalam bentuk finansial maupun tenaga kerja
yang mendukung visi dan misi Human Initiative dan sikap independensi yang
didasari oleh motivasi sukarela tersebut. Untuk melindungi dan menjaga
kemandirian, Human Initiative akan menghindari ketergantungan pada satu
sumber pendanaan.

e) Human Initiative akan menghormati kebudayaan dan adat-istiadat sekitar.
Human Initiative berusaha untuk selalu menghormati budaya, struktur, dan adat-
istiadat masyarakat dan negara-negara tempat di mana Human Initiative
beroperasi.

f) Human Initiative akan mencoba untuk membangun tanggap bencana dengan
mendahulukan kapasitas lokal baik manusia maupun sarana pendukungnya.
Semua orang dan masyarakat — termasuk yang terkena bencana — memiliki
kemampuan/kapasitas serta kelemahan masing-masing. Jika memungkinkan,
Human Initiative akan memperkuat kapasitas ini dengan mempekerjakan pegiat
kemanusiaan internal Human Initiative, pembelian bahan-bahan dalam negeri dan
perdagangan dalam negeri. Human Initiative akan memprioritaskan koordinasi
yang tepat dalam tanggap darurat.

g) Cara yang dilakukan harus melibatkan penerima manfaat dan/atau masyarakat
dalam program pengelolaan bantuan kemanusiaan.
Bantuan tanggap bencana yang efektif dan rehabilitasi dapat dicapai dimana
penerima manfaat terlibat dalam rancangan, manajemen, dan pelaksanaan
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program bantuan. Human Initiative akan berusaha untuk mencapai partisipasi
penuh masyarakat dalam pemberian bantuan Human Initiative dan program
rehabilitasi.

h)  Human Initiative berusaha untuk memberikan bantuan yang dapat mengurangi
kerentanan terhadap bencana di masa depan serta dapat memenuhi kebutuhan
dasar mereka
Semua tindakan bantuan kemanusiaan mempengaruhi prospek untuk
pembangunan jangka panjang, baik yang positif ataupun negatif. Menyadari hal
ini, Human Initiative berusaha untuk mengimplementasikan program-program
bantuan yang aktif mengurangi kerentanan penerima manfaat terhadap bencana
di masa yang akan datang dan membantu menciptakan kehidupan yang
berkelanjutan. Human Initiative akan lebih memperhatikan masalah lingkungan
dalam rancangan dan pengelolaan program bantuan. Human Initiative juga
berusaha untuk meminimalkan dampak negatif dari bantuan kemanusiaan,
berusaha untuk menghindari ketergantungan penerimaan jangka panjang pada
bantuan eksternal.

i) Human Initiative bertanggung jawab kepada penerima manfaat dan orang-orang
yang menjadi sumber daya Human Initiative
Human Initiative tidak hanya sebagai organisasi kemanusiaan yang independen
tetapi juga sebagai wakil atau perantara keorganisasian dalam kemitraan antara
mereka yang ingin membantu dan mereka yang membutuhkan bantuan selama
bencana. Oleh karena itu, Human Initiative bertanggung jawab atas keduanya.
Semua hubungan antara Human Initiative dengan para donatur dan penerima
manfaat akan mencerminkan sikap keterbukaan dan transparansi. Human
Initiative menyadari akan kebutuhan atas pelaporan kegiatan Human Initiative,
baik dari perspektif keuangan maupun perspektif efektivitas. Human Initiative juga
menyadari adanya kewajiban untuk memastikan pemantauan atau pengawasan
yang sesuai atas pendistribusian bantuan dalam rangka evaluasi internal Human
Initiative terhadap dampak bantuan bencana yang Human Initiative berikan.
Human Initiative juga akan berusaha untuk melaporkan secara terbuka mengenai
hasil dari pelaksanaan program Human Initiative dan faktor-faktor yang membatasi
dan mendukung pelaksanaan program tersebut. Seluruh program Human Initiative
akan berlandaskan pada standar-standar profesionalisme untuk efektivitas dan
efisiensi penggunaan sumber daya.

i) Dalam pemberian informasi, publikasi, dan pengiklanan aktivitas, Human
Initiative akan memperkenalkan komunitas dan warga terdampak krisis sebagai
manusia yang bermartabat dan tidak putus asa
Human Initiative menghormati komunitas dan warga terdampak krisis sebagai
mitra dalam setiap aktivitasnya. Dalam memberikan informasi kepada publik,
Human |Initiative harus memberikan gambaran yang objektif tentang situasi
bencana di mana Human Initiative tidak hanya memperlihatkan penderitaan dan
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kekhawatiran yang mereka rasakan, tetapi juga kapabilitas, semangat, dan aspirasi
yang dimiliki korban bencana. Oleh karena itu, Human Initiative bekerjasama
dengan media untuk meningkatkan respon publik dan Human Initiative tidak
mengizinkan pihak internal maupun eksternal untuk melakukan publikasi demi
kepentingan yang bukan atas prinsip memberikan bantuan kemanusiaan. Human
Initiative berusaha untuk menghindari persaingan dengan organisasi lain yang
dapat merugikan layanan yang telah disediakan untuk para penerima manfaat,
untuk keamanan pegiat kemanusiaan Human Initiative dan para pemangku
kepentingan lainnya.

k) Human Initiative berusaha untuk menegakkan Standar Minimum Sphere untuk
tanggap bencana.
Berlandaskan pada Standar Minimum Sphere, Human Initiative berusaha untuk
selalu mengupayakan dan memastikan bahwa komunitas dan warga terdampak
krisis memiliki akses sekurang-kurangnya memenuhi Standar Minimum seperti air,
kebersihan, makanan, tempat berlindung, gizi, dan perawatan kesehatan sebagai
pemenuhan hak mereka untuk hidup yang bermartabat. Oleh karena itu, Human
Initiative akan terus melakukan advokasi kepada pemerintah dan pihak lain untuk
memenuhi hak mereka terhadap hukum Hak Asasi Manusia, hukum Kemanusiaan
Internasional dan Hukum Kependudukan (seperti izin menetap di suatu daerah
atau negara).

Human Initiative berharap, seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative dapat
bertanggung jawab pada komitmen ini dan melaksanakannya dengan
berlandaskan Prinsip-Prinsip Good Governance pada setiap divisi organisasi.

1) Memperhatikan standar bantuan kemanusiaan yang berlaku di setiap negara

dan menginformasikannya kepada penerima manfaat di negara yang
bersangkutan.
Human Initiative akan menginformasikan dan mengkonsultasikan dengan
pemangku kepentingan dan pihak terkait, khususnya para penerima manfaat dan
para pegiat kemanusiaan Human Initiative, mengenai standar yang diadopsi di
negara yang bersangkutan, program-program yang akan dilaksanakan dan
mekanisme yang dapat dilakukan untuk memberikan bantuan.

m) Pemberian hak kepada penerima manfaat dan pegiat kemanusiaan Human

Initiative untuk memberikan pendapat dan/atau kritikan serta hak atas jaminan
perlindungan/keamanan.
Manajemen memberikan hak kepada penerima manfaat dan pegiat kemanusiaan
Human Initiative untuk memberikan pendapat, kritik, dan/atau saran, serta
memberikan jaminan perlindungan dan keamanan kepada mereka. Dalam setiap
program bantuan yang dijalankan, Human Initiative memberikan mekanisme yang
mudah diakses dan dilaksanakan.
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n)

Bantuan bencana dalam konflik bersenjata.
Ketika terjadi konflik bersenjata, pemberian bantuan diatur oleh ketentuan hukum
kemanusiaan internasional yang berlaku.

4.2. Dalam Lingkup Program Kerja

a.

Dalam lingkup pelaksanaan program kerja Human Initiative bekerja menuju

penerapan Core Humanitarian Standard yang berkenaan dengan sembilan Komitmen
dan Kriteria Kualitas :

1.

Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang tepat dan sesuai
dengan kebutuhan mereka. Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus sesuai dan
relevan.

Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap bantuan
kemanusiaan yang mereka perlukan pada waktu yang tepat. Kriteria kualitas:
Respons kemanusiaan harus efektif dan tepat waktu.

. Komunitas dan warga terdampak krisis bebas dari dampak negatif dan akan menjadi

lebih siap, lebih tangguh dan kurang berisiko setelah menerima aksi kemanusiaan.
Kriteria kualitas: Respons kemanusiaan harus mendorong peningkatan kapasitas
lokal dan tidak menimbulkan akibat buruk.

. Komunitas dan warga terdampak krisis mengetahui hak-hak mereka yang dijamin oleh

hukum, mempunyai akses terhadap informasi dan terlibat dalam proses pengambilan
keputusan yang berdampak pada diri mereka. Kriteria kualitas: Respons
kemanusiaan berdasarkan pada komunikasi, partisipasi, dan umpan balik.

. Komunitas dan warga terdampak krisis mempunyai akses terhadap mekanisme

pengaduan yang aman dan responsif. Kriteria kualitas: Pengaduan disambut baik dan
ditangani.

. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang terkoordinasi dan

saling melengkapi. Kriteria kualitas : Respons kemanusiaan harus terkoordinasi dan
saling melengkapi.

. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan penyaluran bantuan

yang lebih baik karena organisasi belajar dari pengalaman dan refleksi. Kriteria
kualitas: Pegiat kemanusiaan senantiasa belajar dan meningkatkan diri.

. Komunitas dan warga terdampak krisis menerima bantuan yang mereka butuhkan

dari staf dan relawan yang kompeten dan dikelola dengan baik. Kriteria kualitas : Staf
didukung dalam melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan diperlakukan
dengan adil dan setara.

. Komunitas dan warga terdampak krisis dapat mengharapkan bahwa organisasi yang

membantu mereka mengelola sumber-sumber daya dengan efektif, efisien dan etis.
Kriteria kualitas : Sumber-sumber daya dikelola dan digunakan dengan bertanggung
jawab sesuai peruntukannya.

. Human Initiative bekerja sama dengan Mitra.

Human |Initiative berkomitmen untuk bekerjasama, baik individu, pemerintah,
organisasi dan institusi lainnya yang dapat berkontribusi pada pencegahan dan
pengentasan masalah kemanusiaan serta dapat melengkapi sumber daya yang
Human Initiative miliki. Human Initiative tidak bekerjasama dengan perusahaan
yang berpotensi mengancam kesehatan manusia khususnya kelompok rentan
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(vulnerable people) dan perusahaan yang terbukti secara hukum merusak
lingkungan.

Human Initiative bekerja dengan pihak lain untuk memaksimalkan dampak positif
setiap programnya dan memastikan pemberdayaan masyarakat yang
berkelanjutan. Human Initiative akan membangun aliansi dan kemitraan dengan
orang-orang yang mampu memberikan strategi yang efektif, dan/atau yang dapat
mengurangi kemiskinan melalui perubahan kebijakan dan penegakan hukum.

¢. Mendorong Resolusi Tanpa Kekerasan dalam Konflik

Human Initiative menyadari bahwa setiap konflik memberikan dampak kemiskinan
dan pelanggaran hak-hak. Keadilan dan nonkekerasan sebagai sarana untuk
mencegah dan mengatasi konflik-konflik di semua tingkat. Oleh sebab itu, Human
Initiative percaya bahwa pencegahan dan penyelesaian konflik berkelanjutan
bergantung pada kerjasama yang efektif dengan individu dan organisasi-organisasi
di lingkungan masyarakat yang terkena dampak konflik.

d. Menyediakan lingkungan yang aman untuk anak-anak

Salah satu kebijakan Human Initiative adalah menyediakan lingkungan yang aman
di mana anak-anak dapat berkembang, mengembangkan potensinya, dan
melindungi semua aspek kesejahteraan anak-anak.

e. Berusaha untuk hasil yang berkelanjutan.

Sebagai pengentasan penyebab utama kemiskinan dan pelanggaran hak-hak,
Human Initiative mengembangkan dan menggunakan pendekatan yang
memastikan bahwa hasil dari program-program Human Initiative dapat
dipertahankan dan dapat memperbaiki kehidupan orang-orang yang
membutuhkan bantuan Human Initiative.

f. Human Initiative berusaha melakukan pendekatan yang integritas untuk
pembangunan.

Human Initiative berusaha memastikan bahwa segala kemungkinan pendekatan
yang diberlakukan untuk pengentasan kemiskinan dengan mempertimbangkan
fakta-fakta yang ada yaitu, kemiskinan biasanya disebabkan karena beberapa
faktor-faktor yang saling berkaitan. Melalui Strategi program yang dirancang
dengan baik, berbagai program Human Initiative saling melengkapi satu sama lain
untuk mencari dampak maksimum dalam penanggulangan kemiskinan.

g. Mendukung orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik (Difabel).
Human Initiative berkomitmen membantu kelompok rentan dalam hal
kemanusiaan sejalan dengan misi dan konsistensi terhadap pelayanannya. Human
Initiative akan mendorong dan memantau penyertaan orang-orang yang memiliki
keterbatasan fisik pada program-programnya.
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Strategi penyertaan orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik akan
diintegrasikan ke dalam setiap program dengan melakukan peninjauan proposal
program terlebih dahulu, kemudian pengimplementasiannya serta evaluasinya. Hal
ini untuk memastikan bahwa partisipasi mereka dalam program tersebut dan
bermanfaat bagi semua kelompok yang terkena dampaknya, termasuk laki-laki,
perempuan dan anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik. Human Initiative akan
bekerjasama dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang khusus menangani
orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik. Program dan kegiatan akan
diselenggarakan di lokasi yang dapat diakses dalam batas yang masih memadai.
Human Initiative dan para mitra Human |Initiative, secara finansial harus
mengakomodasikan dengan baik terhadap orang-orang yang memiliki keterbatasan
fisik dalam setiap program dan kegiatannya.

h. Menerapkan standar-standar etika dalam berperilaku dan penyediaan
layanan dalam melakukan kerjasama dengan mitra Human Initiative.

Manajemen dan pegiat kemanusiaan Human Initiative memastikan sejauh mungkin

bahwa kode etik Human Initiative dan standar-standar lainnya akan dipatuhi dan
dihormati ketika melakukan kerjasama dengan para mitra Human Initiative.

4.3. Dalam Lingkup Manajemen Pegiat Kmanusiaan Human Initiative.

a)

b)

Human Initiative akan memastikan bahwa sumber daya manusia menjadi bagian
utama dari setiap strategi dan rencana operasional Human Initiative

Sumber daya manusia Human Initiative merupakan salah satu bagian dari pusat
strategi. Oleh karena itu, strategi sumber daya manusia Human Initiative harus
mencerminkan kontribusi dan komitmen Human Initiative.

Human Initiative akan memastikan bahwa kebijakan sumber daya manusia
berjalan efektif, adil, dan transparan.

Human Initiative menyadari bahwa kebijakan Human Initiative harus mencapai
efektivitas dan kualitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Oleh karenanya,
kebijakan dan program Human Initiative harus diterapkan secara konsisten sesuai
dengan nilai budaya Human Initiative dan prinsip-prinsip Good Governance serta
karakter organisasi.

Dukungan yang memadai, manajemen dan kepemimpinan terhadap pegiat
kemanusiaan Human Initiative menjadi kunci untuk mencapai efektivitas
Human Initiative.

Kebijakan manajemen Human Initiative, prosedur, dan pelatihan manajer
membekali manajer Human Initiative untuk mempersiapkan dan mendukung pegiat
kemanusiaan Human Initiative dalam melaksanakan peran mereka secara efektif,
dan untuk mengembangkan potensi mereka serta untuk mendorong dan
mengetahui kinerja yang baik.
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4.4.

d) Menjalin komunikasi yang efektif dengan pegiat kemanusiaan Human Initiative

f)

g)

dan meningkatkan kualitas dan efektivitas atas implementasi kebijakan Human
Initiative.

Human Initiative menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan yang efektif dan
monitoring kebijakan dan pelatihan sumber daya manusia bergantung pada
komunikasi yang tepat dengan orang-orang yang bekerja pada Human Initiative.
Oleh karenanya, Human Initiative menyertakan semua pegiat kemanusiaan Human
Initiative dalam setiap proses.

Kebijakan dan aktivitas Human Initiative bertujuan untuk menarik dan mencari
pegiat kemanusiaan dengan beragam keterampilan dan kapabilitas untuk
mencapai visi dan misi Human Initiative.

Setiap pegiat kemanusiaan memiliki tingkat keterampilan dan kapabilitas yang
berbeda dalam menjalankan setiap aktivitasnya. Oleh karenanya, pada proses
rekrutmen dan penyeleksian, Human Initiative memberitahukan kepada para
kandidat mengenai bagaimana Human Initiative merekrut dan memilih pegiat
kemanusiaan secara signifikan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa efektif
mereka memenubhi visi dan misi Human Initiative.

Human Initiative akan memberikan kegiatan belajar, pelatihan, dan
pengembangan pegiat kemanusiaan di seluruh divisi dalam Human Initiative.
Human Initiative menyadari pentingnya pelatihan yang relevan, pengembangan
keterampilan, dan kesempatan belajar, baik secara personal maupun kelompok
untuk membantu pekerjaan pegiat kemanusiaan Human Initiative secara efektif dan
profesional. Tujuan Human Initiative adalah untuk menanamkan budaya belajar
dalam organisasi sehingga para pegiat kemanusiaan Human Initiative dapat berbagi
pembelajaran dan mengembangkannya bersama.

Keamanan, keselamatan dan kesehatan pegiat kemanusiaan Human Initiative
merupakan tanggung jawab utama Human Initiative.

Human Initiative menyadari bahwa pekerjaan di organisasi kemanusiaan sering
memiliki tuntutan besar bagi pegiat kemanusiaan dalam situasi yang kompleksitas
dan berisiko. Human Initiative memiliki kewajiban untuk memastikan kesejahteraan
atas kesehatan fisik dan emosional pegiat kemanusiaan Human Initiative sebelum,
selama dan pada waktu penyelesaian periode kerja mereka dengan Human Initiative
agar mereka dapat memberikan kontribusi terbaik.

Dalam Lingkup Hubungan dengan Pemangku kepentingan:

Kepercayaan merupakan unsur penting dalam organisasi kemanusiaan untuk

meningkatkan loyalitas pemangku kepentingan maupun pihak lain yang berhubungan

dengan organisasi. Selain itu, peningkatan pelayanan yang berkualitas menjadikan nilai

tambah tersendiri bagi Human Initiative.

a)

Hubungan dengan Pegiat kemanusiaan Human Initiative

Pedoman Etika dan Perilaku

20 Human Initiative

——
| —



Pegiat kemanusiaan Human Initiative merupakan salah satu sumber daya manusia
yang memiliki peranan dan kedudukan sangat penting di Human Initiative. Oleh
karena itu, pegiat kemanusiaan Human Initiative harus berpartisipasi dan berperan
aktif dengan meningkatkan kinerja dan produktivitas kerja melalui hubungan yang
dinamis, harmonis, selaras, dan seimbang serta sesuai dengan kebijakan dan
ketentuan yang berlaku antara Human Initiative dengan pegiat kemanusiaan Human
Initiative.

b) Hubungan dengan Pemerintah

Human Initiative menyadari bahwa pemerintah memiliki peran strategis dalam
pelaksanaan program Human Initiative. Human Initiative akan berusaha untuk
menjadi warga korporasi yang baik (good corporate citizen) dengan kepatuhan
terhadap hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan
memelihara hubungan baik yang komunikatif, terutama dalam hal pemberian
Pemerintah atas fasilitas kepada Human Initiative untuk akses ke daerah yang
terkena bencana dengan tujuan untuk memudahkan kelancaran pemberian
bantuan kemanusiaan dan koordinasi informasi tanggap darurat selama bencana.
Pemberian fasilitas tersebut bukan merupakan kepentingan politik dan/atau
partisipan.

c¢) Hubungan dengan Donatur
Human Initiative memastikan untuk selalu memberikan pelayanan yang maksimal
kepada donatur sebagai penunjang program-program Human Initiative. Setiap pegiat
kemanusiaan Human Initiative senantiasa harus peduli, menghormati, dan
membantu kebutuhan donatur sesuai dengan ketentuan Human Initiative.

d) Hubungan dengan Penerima Manfaat
Human Initiative senantiasa peduli dan tanggap menindaklanjuti atas keluhan
dan/atau kebutuhan penerima manfaat serta memastikan bahwa pemberian
manfaat dilakukan sesuai dengan kebijakan Human |Initiative dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

e) Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar
Human Initiative memiliki komitmen untuk menjadikan masyarakat sekitar sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dalam program-program Human Initiative. Oleh
karena itu, Human Initiative akan berusaha menjalankan program-program tersebut
secara berkesinambungan dengan mengupayakan dampak positif terhadap
masyarakat dan lingkungan sekitar.

f) Hubungan dengan Mitra Organisasi
Mitra organisasi merupakan bagian dari proses pelaksanaan program-program
Organisasi. Pengembangan program-program dan bantuan kemanusiaan Human
Initiative untuk hal-hal yang belum menjadi kapabilitas organisasi akan dapat
terpenuhi melalui kerjasama dengan mitra organisasi. Human Initiative
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4.5.

4.6.

menempatkan hubungan dengan mitra organisasi sebagai hubungan kemitraan
dalam jangka panjang. Mitra organisasi termasuk di dalamnya individu yang
memiliki keahlian/kepakaran sebagaimana yang dibutuhkan oleh organisasi.

Human Initiative memastikan bahwa setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative
untuk bertindak sesuai ketentuan yang berlaku dalam mewakili Human Initiative
untuk hubungan kerjasama dengan Mitra Organisasi.

Setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative berkomitmen tidak memberi dan
menerima bentuk pemberian dari mitra yang berindikasi mempengaruhi kebijakan
organisasi.

g) Hubungan dengan Media Massa
Human Initiative mewajibkan seluruh bagian dari organisasi untuk menjalin
hubungan yang komunikatif dengan media massa dalam rangka menjaga,
menghormati, dan melindungi reputasi Human Initiative, donatur, penerima
manfaat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right):

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) merupakan produk inovatif dan ekslusif yang wajib
diberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum dalam rangka hubungan
organisasi kemanusiaan.

Human Initiative akan berusaha untuk selalu menghormati dan melindungi setiap hak
kekayaan intelektual semua pihak, terutama hak atas kekayaan intelektual milik Human
Initiative, serta seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative harus menginformasikan
hasil karya yang dihasilkannya, baik selama maupun di luar jam kerja, jika hasil karya
tersebut terkait dengan operasional organisasi.

Perlindungan dari Kekerasan dan Ekspolitasi Seksual

Human Initiative berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis,
saling menghormati dan profesional dengan menjunjung martabat semua pegiat
kemanusiaan Human Initiative dan penerima manfaat, oleh karena itu Human Initiative
melarang keras segala tindakan eksploitasi dan kekerasan seksual.

a) Segala tindakan kekerasan dan eksploitasi seksual adalah tindakan terlarang dan
merupakan pelanggaran serius/berat dan dapat berakibat pada pemutusan
hubungan kerja. Termasuk dalam bentuk eksploitasi adalah penggunaan kekuasaan,
uang, barang bantuan atau jasa untuk ditukarkan dengan aktivitas seksual dan
sejenisnya. Tindakan pelecehan dan perendahan terkait seksual juga akan dikenakan
sanksi tegas.

b) Segala aktivitas seksual di luar ikatan pernikahan yang sah (secara agama dan hukum
sesuai UU yang berlaku) adalah dilarang. Termasuk dalam pelarangan ini adalah
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5.1.

5.2.

aktivitas prostitusi dan hubungan seksual dengan penerima manfaat.

Pegiat kemanusiaan Human Initiative yang mendapatkan kecurigaan/kekhawatiran
dan atau mengalami insiden pelecehan, eksploitasi seksual diwajibkan untuk
melaporkan hal tersebut sesuai dengan prosedur pelaporan Human Initiative
termasuk di antaranya kecurigaan atau kekhawatiran bilamana hal tersebut terjadi
pada anak berusia di bawah 18 tahun.

BAB 5
PENUTUP

Komitmen Kepatuhan Code of Conduct

a.

Seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative, donatur, dan mitra organisasi wajib
menandatangani Pakta Integritas yang menjadi bagian komitmen untuk
melaksanakan Code of Conduct yang akan diperbaharui secara berkala;

Code of Conduct harus disosialisasikan dan dipahami oleh seluruh pegiat
kemanusiaan Human Initiative, donatur, dan mitra organisasi;

Seluruh pimpinan Human Initiative sampai dengan kepala divisi bertanggung jawab
dan memberi keteladanan bagi bawahannya atas penerapan Code of Conduct
tersebut.

Code of Conduct ini akan direview ulang setiap 4 tahun sekali.

Sosialisasi dan Internalisasi

Adapaun tujuan dari sosialisai Code of Conduct adalah:

a.

Mewujudkan sense of belonging terhadap Code of Conduct sehingga melahirkan
kesadaran dari seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative untuk melaksanakan
Code of Conduct ini;

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan pegiat kemanusiaan Human Initiative
mengenai arti penting Code of Conduct bagi kelangsungan aktivitas organisasi;
Memberikan kesadaran kepada pegiat kemanusiaan Human Initiative bahwa Code of
Conduct merupakan bagian tak terpisahkan dari praktik program kerja dan penilaian
kinerja seluruh pegiat kemanusiaan Human Initiative.

Dalam rangka menegakkan dan melakukan sosialisasi Code of Conduct secara efektif dan

menyeluruh, Human Initiative wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a.
b.

Membangun komitmen bagi seluruh mitra organisasi;

Mensosialisasikan Code of Conduct dalam program orientasi pegiat kemanusiaan
sesuai dengan program yang diselenggarakan oleh Human |Initiative dan
memperbaharui secara berkala kegiatan sosialisasinya bagi seluruh pegiat
kemanusiaan Human Initiative.

Mengembangkan Code of Conduct dan jika diperlukan dapat dijabarkan lebih lanjut
dalam berbagai kebijakan dan peraturan Human Initiative;

Melengkapi peraturan Human Initiative dengan sanksi atas pelanggaran yang
terjadi dan membangun sistem untuk memantau implementasi Code of Conduct.
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5.3.

5.4.

Mekanisme Pelaporan Pelanggaran
Pelaksanaa Code of Conduct merupakan komitmen dan tanggung jawab seluruh bagian

Human Initiative. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang wajib diperhatikan oleh setiap

pegiat kemanusiaan Human Initiative yaitu:

a.

Pengungkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu
keluhan pribadi ataupun didasari kehendak buruk (fitnah);

Setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative dapat menyampaikan laporan
mengenai dugaan pelanggaran terhadap Code of Conduct ini, baik secara langsung
maupun surat, kepada:

1) Bagian Human Capital/Manajemen Sumber Daya Manusia;

2) Atasan Langsung atau Pimpinan masing-masing Unit Kerja;

3) Focal Point PKES (jika terkait Kekerasan dan Eksploitasi Seksual)

4) Kotak Pengaduan (jika disediakan).

Segenap pegiat kemanusiaan Human Initiative dan pihak eksternal Human Initiative
(donatur, mitra organisasi, penerima manfaat, dan masyarakat) dapat melaporkan
pelanggaran Code of Conduct yang dilakukan oleh oknum pegiat kemanusiaan
Human Initiative kepada manajemen SDM Human Initiative dan tim lain
sebagaimana tercatat pada point b, dan Human Initiative wajib menindaklanjuti
pelaporan yang berpotensi merugikan secara materiil dan dapat merusak nama
baik Human Initiative yang antara lain disebabkan oleh penyimpangan, manipulasi,
dan lain sebagainya;

Segenap pegiat kemanusiaan Human Initiative dan pihak eksternal Human Initiative
(donatur, mitra organisasi, penerima manfaat, dan masyarakat) yang mengetahui
adanya pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang dinilai berdampak cukup
signifikan bagi Human Initiative maupun semua pemangku kepentingan wajib
memberikan bukti awal dugaan sementara praktik pelanggaran tersebut;

Pelapor wajib mencantumkan identitasnya dengan jelas pada laporan yang dibuat,
disertai bukti pendukung yang relevan. Penerima laporan wajib merahasiakan
identitas pelapor;

Human Initiative akan menyediakan perlindungan hukum sebagaimana ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sanksi Atas Pelanggaran

a.

Setiap pegiat kemanusiaan Human Initiative yang terbukti melakukan pelanggaran
terhadap Code of Conduct ini akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku di Human Initiative;

Manajemen memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau
tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh manajemen SDM
kepada atasan langsung di lingkungan unit kerja masing-masing;

Sanksi bagi setingkat Direktur Utama yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh
Dewan Pembina;

Sanksi bagi setingkat atasan langsung yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh
Direktur/Direktur Utama;
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e.

Bila mitra organisasi atau pemangku kepentingan lain yang melakukan pelanggaran,
akan dikenakan ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila
terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

5.5. Referensi Kode Etik Eksternal
Human Initiative saat ini mengangkat empat kode etik internasional:

IR Beliefs, Values and Code of Conduct — Islamic Relief Worldwide.

Code of Conduct for The International Red Cross and Red Crescent Movement and
NGOs in Disaster Relief.

The Sphere Standards — Humanitarian Charter and Minimum Standards in Disaster
Response.

Core Humanitrian Standards - CHS

The People in Aid Code of Good Practice — link berikut aka memudahkan Anda
untuk  mengakses The People in Aid Code of Good Practice
http://www.peopleinaid.org/pool/files/code/code-en.pdf

United Nation Secretary General Bulletin extract: 6 core principles of protection
from Sexual Exploitation and Abuse.
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